GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 8 DAN 8.a
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KOMISI

Menimbang

Mengingat

PENANGGULANGAN HIV/AIDS PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa dalam rangka penanggulangan AIDS dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan
HIV/AIDS di daerah maka telah dibentuk Peraturan
Gubernur Papau Barat Nomor 8.a Tahun 2007 tentang
Pembentukan Pengurus Komisi Penanggulangan HIV/AIDS
Provinsi Papua Barat;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan
HIV/AIDS di Daerah, Pembentukan Komisi
Penanggulangan HIV/AIDS ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur, tidak dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Papua
Barat Nomor 8 dan 8.a Tahun 2007 tentang Pembentukan
Pengurus Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi
Papua Barat ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2495);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

1



Menetapkan

Nomor S5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018 /PUU
-1/2003);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional,

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahtraan
Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007
tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional,;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahtraan
Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007
tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring Dan
Pelaporan HIV Dan AIDS Di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 DAN 8.a TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KOMISI PENANGGULANGAN
HIV/AIDS PROVINSI PAPUA BARAT.
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Pasal I

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 dan 8.a Tahun 2007 tentang
Pembentukan Pengurus Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua Barat
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 6 November 2017

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt KEPALA BIRO HUKUM,

W

NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013



